WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR B¢ TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Mengingat

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Bclanja Dacrah schagaimana tclah  diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dart Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, maka pcrlu menctapkan Pcraturan Walikota tentang
Tata Cara Pcmbcerian dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial;

. 1. Undang-Undang Nomor 53  Tahun 1999  tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Huluy,
Kabupaten Rokan  Hilir, Kabupaten  Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), scbagaimana tclah-diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (cntang
Perubahan Kctiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun
1999  tentang Pembentukan Kabupaten  Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahuan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor



Mcenctapkan :

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (entang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Ncgara Rcepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) (ganti dengan PP
yang baruj;

un

6.  Pcraturan Pcemcerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Pcraturan Dacrah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Kcuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Batam Tahun
2006 Nomor 07 Seri E).

8. Pcraturan Dacrah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2007 Nomor 03 Scri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1.
2.

n

® N o

Daerah adalah Kota Batam.

Pecmerintah Pusat, yang sclanjutnya discbut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang  memegang  kckuasaan
pemerintahan  Negara Republik Indonesia schbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Batam.

Pemcrintah Dacrah lainnya adalah Pemerintah Dacrah di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sclain Pemerintah Kota
Batam.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Walikota adalah Walikota Batam.

Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kota Batam.
Inspektur adalah Inspcktur Kepala pada Inspektorat Daerah
Kola Batam.

Kepala  Satuan Kerja  Perangkat Dacrah  yang  selanjutnya
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disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemcrintah Kota Batam.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya
disingkat SKPD adalah seluruh unsur penyelenggara pemerintah
dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

[nstansi vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat
yang  berkedudukan di daerah atau yang wilayah
administratifnya berada dalam wilayah Kota Batam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Batam.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kcpala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mcmpunyai tugas meclaksanakan pcngelolaan APBD dan
bertindak scbagai bendahara umum dacrah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkal
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang seclanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian kcuangan
sclaku Bendahara Umum Dacrah.

Tim Anggaran Pcmcerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan kcputusan Walikota
dan dipimpin olch sckrctaris dacrah yang mempunyai tugas
mcnyiapkan scrta  mclaksanakan kebijakan  kepala dacrah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat  DPA-PPKD  merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/bagian kcuangan selaku Bendahara
Umum Dacrah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD mcrupakan dokumen yang mcemuat
pendapatan dan bclanja sctiap SKPD yang digunakan scbagai
dasar pclaksanaan olch pengguna anggaran.

Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang mcmuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan scrta asumsi yang mendasarinya  untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Scmcentara yang sclanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang dibcrikan kepada SKPD
untuk sctiap program scbagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Hibah adalah bclanja dacrah bcerupa pemberian uang/barang
atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau
pemerintah dacrah lainnya, pcrusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah
ditctapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, scrta tidak sccara lerus menerus yang bertujuan
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untuk menunjang penvelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Naskah Pcrjanjian Hibah Dacrah sclanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah
dengan pencerima hibah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau
barang dari Pemecrintah Dacrah kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak sccara terus
mencerus dan sclektif yang bertujuan untuk melindungi darti
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penerima hibah adalah pemcerintah dan/atau sctiap pemcerintah
dacrah lainnya, pcrusahaan dacrah, masyarakat dan/atau
organisasi kcmasyarakatan, yang dianggarkan didalam APBD
untuk mencrima hibah dari Pemerintah Dacrah.

. Resiko  sosial  adalah  kcejadian  atau  peristiwa  yang  dapat

menimbulkan  potensi terjadinya  kerentanan  sosial - yang
ditanggung olch individu, kcluarga, kclompok dan/atau
masyarakat scbagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Perusahaan Dacrah adalah badan usaha/badan hukum yang
dimiliki oleh Pemecrintah Kota Batam atau badan hukum yang
50% lebih sahamnya dimiliki olch Pemerintah Daerah.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
olch anggota masyarakal Warga Negara Rcpublik Indonesia
sccara sukarcla atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama dan kepercavaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mcencapai
tujuan nasional dalam wadah Necgara Kesatuan Republik
Indoncsia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat adalah kclompok orang yang dengan kesadaran
dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah
kegiatan bersama dalam bidang perckonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat  istiadat  dan
keolahragaan non profesional.

Anggota masyarakal adalah pcenduduk  Kota. Batam  yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM
adalah organisasi non pcmerintah  yang didirikan = olch
pcrorangan ataupun sckclompok orang sccara sukarcla yang
memberikan  pelavanan  kepada  masyarakal umum  tanpa
bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

. Organisasi Kepemudaan yang sclanjutnya disingkat OKP adalah

organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan.

. Hari adalah har kalendcer.

. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan dipcruntukkan dalam mencapai tujuan tertentu
dibidang sosial, kcagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak



38.

mempunyai anggota.

. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus

untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.

. Pantt  Asuhan adalah suatu wadah tcmpat menampung,

mengasuh, memelihara dan membina anak-anak yatim dan atau
piatu.

. Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kota Batam, yang mcrupakan

Bank yang discrahi wewenang dan tanggung jawab sebagai
tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dacrah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran dacrah.

. Aparatl Pengawasan Fungsional adalah aparat pengawasn yang

bertugas pada Inspcktorat Dacrah Kota Batam.

Dafltar Hitam Penerima Hibah atau Bantuan sosial adalah daftar
yang diterbitkan olch Inspektorat, yang berisikan nama-nama
pcenerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan
laporan pcrlanggungjawaban atau yang menyalahgunakan hibah
atau bantuan sosial.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pcraturan Walikota ini mcliputi penganggaran,
pclaksanaan dan pcnataausahaan, pcelaporan dan
pertanggungjawaban  scrta monitoring dan  cvaluasi hibah dan
bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.

BAB [l
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pecmerintah Dacrah  dapat  memberikan  hibah  scsuai

kemampuan  kcuangan  dacrah, scteclah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib daerah.

(2) Pcmberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Dacrah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.



(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria :
a. peruntukannya sccara spesifik telah ditetapkan;

tidak wajib, tidak mecngikat dan tidak terus menerus sctiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

¢. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. udak bolch ditujukan atau digunakan untuk membiayai
biaya rutin atau biaya opcrasional kccuali ditentukan lain
atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hibah diberikan sccara tidak mengikat/tidak secara terus
menerus scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diartikan
bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas
kegiatan tersecbut  dalam  mcnunjang  penyclenggaraan
pcmerintahan  dacrah, kecuali diatur lain oleh ketentuan
pcraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

(1)

(2)

(4)

Pemerintah;

Pemerintah Dacrah lainnya;
Perusahaan Daerah;
Masyarakat; dan/atau

Organisasi Kemasyarakatan.
Pasal 6

Hibah kcpada Pemcerintah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a diberikan kepada instansi vertikal,

Hibah kcpada Pcmcrintah  Dacrah  lainnya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurul b diberikan kepada dacrah
otonom  baru  hasil  pemckaran  dacrah - sebagaimana
diamanatkan peraturan pcerundang-undangan.

Hibah kepada Perusahaan Dacrah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf ¢ dibcrikan kcepada Badan Usaha Milik
Daerah dalam rangka penerusan hibah yang ditlerima
pemerintah dacrah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakatl sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 hurufl d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, kcagamaan, kesenian, adat istiadat, dan
kcolahragaan non-profcsional.

Hibah kepada Organisasi Kcemasyarakalan — scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurufl ¢ diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan  yang  dibentuk  berdasarkan  peraturan
pcrundang-undangan, antara lain:



(1)

(2)

a. Organisasi semi pemerintah, seperti Komisi Perlindungan
Anak, Komisi Pcnanggulangan AIDS, Palang Merah
Indonecesia;

b. Organisast non pemerintah, seperti Lembaga swadaya
masyarakat, organisasi paguyuban dacrah, organisasi
profcsi, organisasi kepemudaan, Forum Kerukunan Umat
Bceragama, Forum Pembauran Kebangsaan; dan

¢c. Yayasan.
: Pasal 7

Hibah  kcpada  masyarakat  berupa  kelompok  orang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mcmiliki kepengurusan vang jelas;

b. Berkedudukan dalam  wilayah administrasi dacrah yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili atau Surat
Kelerangan dari pejabatl yang berwenang;

¢. Mcmiliki Rencana dan/atau gambar atau [oto bangunan
scrta scrtifikat tanah atau bukti kepemilikan atau scwa
tanah atau bukti kontrak gedung atau bangunan dalam hal
hibah  berupa uang yang akan digunakan untuk
pembangunan fisik; dan ‘

d. Tidak masuk dalam daltar hitam penerima hibah.

Hibah kepada organisasi  kemasyarakatan — scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Mcmiliki Akte pendirian dan/atau bukti
pendirian/pembentukan organisasi yang
diterbitkan/dikeluarkan olch instansi atau pejabat yang
berwenang;

b. Telah terdaftar di Pcmerintah Daerah atau instansi yang
berwenang lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,
kecuali  ditentukan  lain olch  peraturan  pcerundang-
undangan,

¢. Berkedudukan dalam wilayah adminstrasi Kota Batam
dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;

d. Memiliki sekretariat tetap dan susunan kepengurusan yang
diterbitkan/disahkan olch yang berwenang;

e. Memiliki NPWP; dan

. Tidak masuk dalam daftar hitam pcnerima hibah.

Pasal 8
Pcmberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila
barang terscbut :

a. berupa tanah dan/atau bangunan yang tclah diserahkan
olech Kepala SKPD kepada Walikota;

b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal



pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

¢. bcrupa sclain tanah dan/atau bangunan yang telah
diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui
Pengelola Barang; atau

d. berupa sclain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

(2) Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pclaksanaan Program/Kcegiatan yang dibantu dengan dana Hibah
harus disclesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian kedua
Penganggaran

Pasal 10

(1) Pemerintah, pemerintah dacrah lainnya, perusahaan dacrah,
kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat
menyampaikan usulan hibah sccara tertulis dalam rangkap 2
(dua) kcpada Walikota mclalui Bagian Umum  Sckretariat
Daerah.

(2) Usulan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk Proposal usulan hibah dengan sekurang-
kurangnya memual latar belakang, maksud dan tujuan, hasil
yang diharapkan, rencana penggunaan dana hibah, dan waktu
pelaksanaan scrta dilampiri dengan data pendukung terkait.

(3) Proposal usulan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan/atau
Sckretaris  scrta  dibubuhi stcmpel  organisasi  yang
bersangkutan.,

(4) Kepala Bagian Umum  Sckretariat Dacrah mendistribusikan
usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD
terkaitl sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
dilakukan cvaluasi dan klarifikasi.

(5) Kepala SKPD  terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
melakukan  cvaluasi  dan  klarifikasi  scrta menyampaikan
hasilnya berupa rckomendasi hibah kepada Walikota melalui
TAPD Pemerintah Dacrah.

(6) TAPD mcmbcerikan pertimbangan atas rekomendasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) scsuai dengan prioritas
dan kemampuan kcuangan dacrah.

(7) Usulan hibah bescrta kelengkapan administratifnya yang sudah
disampaikan ke Pemerintah Dacrah menjadi milik Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.

Pasal 11

Usulan hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
disampaikan kcpada Walikota paling lambat scbelum penyampaian



rancangan KUA dan PPAS.

(1)

(1)

1)

2)

Pasal 12

Rckomendasi  kepala SKPD  dan  pertimbangan  TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6)
mcnjadi dasar pcncantuman alokasi anggaran hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Pcncantuman alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), mecliputi anggaran hibah berupa uang, barang,
dan/atau jasa.

Pasal 13

Hibah bcerupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mcnjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD
sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kclompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian
obyek belanja hibah pada PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyck belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyck belanja
hibah barang atau jasa yang discrahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

Pemberian hibah ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam,
setelah dianggarkan didalam APBD dan dijabarkan dalam
Peraturan Walikota Batam mengenai penjabaran APBD.
Walikota paling kurang mencantumkan daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD.

Format nama pencrima, alamat penerima dan besaran hibah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum didalam
Lampiran | Pcraturan Walikota ini.

Bagian kctiga
Pclaksanaan dan penatausahaan

Pasal 16

Pclaksanaan anggaran hibah bcrupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD.

Pclaksanaan anggaran hibah  berupa  barang atau  jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.



(1)

(1)

Pasal 17

Setiap pemberian hibah dalam bentuk uang dituangkan dalam
NPHD vyang ditandatangani bcrsama olch  Walikota dan
penerima hibah.

Scuap pcemberian hibah dalam  bentuk barang atau  jasa
dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani bersama olch
Walikota atau Kcpala SKPD yang ditunjuk dengan penerima
hibah;

Dalam hal pemberian hibah berupa uang dengan besarannya
sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka
NPHD ditandatangani olch Asisten Administrasi Umum dan
Penerima Hibah;

Kepala SKPD atau PPKD mengkoordinasikan penyusunan NPHD
dengan  Bagian  Hukum  Sckretariat  Dacrah scbelum
ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan  ketentuan
sebagaimana tercantum dalam NPHD;

Pcrjanjian hibah dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sckurang-kurangnya mcmuat ketentuan mengenait :

pemberi dan pencrima hibah;

a.
b. tujuan pcmberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

c. tata cara penyaluran/penycrahan hibah; dan

f. tata cara pclaporan hibah.

Pasal 18

NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), dibubuhi
paral Sekretaris Dacrah pada lembar tandatangan Walikota dan
paral Asistcn Administrasi Umum, Kcpala Bagian Hukum,
Kepala Bagian Kcuangan dan Pencrima Hibah pada sctiap
lecmbar halaman NPHD.

NPHD scbagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2),
ditandatangani olch Kcpala SKPD, dibubuhi paral Sckretaris
atau Kcpala Bidang pada SKPD bersangkutan, Kepala Bagian
Hukum, Kepala Bagian Perlengkapan dan Asct, dan Penerima
Hibah pada sctiap lembar halaman NPHD.

NPHD scbagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), dibubuhi
parafl Kepala Bagian Hukum, Kcpala Bagian Kcuangan dan
Penerima Hibah pada setiap lembar halaman NPHD.

Pasal 19

Walikota menctapkan daftar pencerima hibah beserta besaran
uang atau jenis barang/jasa vang akan dihibahkan dengan
Keputusan Walikota berdasarkan  Peraturan  Kepala Dacrah
tentang Pcnjabaran APBD.



PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan naskah NPHD, serta
mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sckretariat
Daerah sebelum ditandatangani oleh Walikota.

Daftar penerima hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penyaluran/penycrahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah  kepada penerima hibah
dilakukan setelah NPHD ditandatangani.

Pencairan hibah dalam bentuk wuang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan
dari rekening Kas Dacrah ke rekening penerima hibah.

Penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan dengan
penandatangan Berita Acara serah terima barang/jasa atas
pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

Mekanisme pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 Ayat (5) adalah scbagai berikut : ‘

a.

Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan kepada

calon pencrima bahwa dana hibah yang dimohonkannya telah

ditetapkan dalam APBD tahun bersangkutan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada hurul a memuat :

1) besaran dana yang dianggarkan;

2) penyusunan rencana anggaran dan belanja berdasarkan
besaran dana yang disetujui dengan mengacu kepada
proposal;

3) permohonan pencairan dana hibah dengan melampirkan
RAB; dan

4) rekening bank penerima dana.

Calon penerima hibah yang akan mencairkan dana hibah
menyampaikan pcermohonan dan lampiran  serta informasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Walikota melalui
SKPD terkait.

SKPD terkait scbagaimana dimaksud pada huruf ¢ melakukan
verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal serta
sasaran kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada
Walikota melalui PPKD. '

PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf
c dan hurul d lengkap dan pemohon menandatangani pakta
integritas.

PPKD memberitahukan secara tertulis kepada SKPD dan
Inspektur rekapitulasi realisasi pencairan dana bantuan hibah
scbagaimana dimaksud huruf d paling lambat 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada pcraturan
perundang-undangan.



(1

(4)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Pelaporan dan pertanggung]awaban

Pasal 22

Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan
penggunaan hibah kcpada Walikota melalui PPKD dengan
tembusan SKPD terkait.

Pencrima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kcpada Walikota melalui kepala
SKPD terkait.

Pasal 23

PPKD menyampaikan daftar pencerima hibah yang belum
mcnyampaikan laporan pertanggungjawaban  scbagaimana
dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) kcpada SKPD terkait paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah dana hibah disalurkan ke
penerima dana hibah, untuk ditindaklanjuti.

Tindak lanjut oleh SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa :

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis pertama kepada
pencrima hibah untuk segera menyampaikan  laporan
pertangungjawaban  sesual ketentuan peraturan yang
berlaku;

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 30 (tiga
puluh) hari scjak tanggal pemberitahuan pertama
sebagaimana dimaksud pada hurufl a disampaikan, dimana
penicrima  dana  hibah  tidak  menanggapinya dengan
penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diminta,

c. melaksanakan pengawasan penggunaan dana hibah oleh
pencrima dana hibah.

SKPD memberitahukan hasil tindaklanjut scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh)
hari scbelum berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 260
ayat (5) ayat dan (6).

SKPD terkait menindaklanjuti  dengan  hal  yang  sama
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penerima hibah
berupa barang yang bclum  menyampaikan laporan
pertangungjawaban dalam jangka waktu 60 (cnam puluh) hari
sejak tanggal hibah diserahkan.

Pasal 24
Hibah berupa uang dicatat scbagai rcalisasi jenis bcldnja hibah

pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah bcrupa barang alau jasa dicatat scbagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program
dan kegiatan pada SKPD terkait.



Pasal 25

Pertanggungjawaban Pecmecerintah Kota atas pemberian hibah
meliputi :

a.
b.

2 o

(1)

(4)

(5)

(6)

Usulan dari calon pencrima hibah kepada Walikota;

Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
NPHD;

Pakta integritas dari pcnerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
Bukti transfer uvang atas pemberian hibah berupa uang atau
Berita Acara scrah terima barang/jasa atas pemberian hibah
berupa barang/jasa.

Pasal 26

Pencrima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
alas pcnggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
~peraturan perundang-undangan bagi pencrima hibah berupa
uang atau salinan bukti secrah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a, paling
sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Realisasi Pemanfaatan Hibah dan Hasilnya;

c. Data pendukung scperti copy bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan hibah; dan

d. Penutup.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kcpada Walikota paling
lambat 6 (cnam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
hibah.

Dalam hal penycrahan hibah dilakukan sctclah bulan juni pada
tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian
pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul ¢, yang asli disimpan dan dipcrgunakan olch penerima
hibah seclaku obyck pemeceriksaan.



Pasal 27

(1) Dalam hal pencrima hibah tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud didalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), Walikota
memberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan yang
berisi  agar  pencrima  hibah  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban.

(2) Apabila dalam 14 (cmpat bclas) hari kalender sejak tanggal
surat teguran tertulis pertama, pencrima hibah tetap tidak
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta,
maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada
penerima hibah.

(3) Apabila sctelah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal
surat teguran tertulis yang kedua, penerima hibah tetap tidak
mcnyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta,
maka Walikota mengenakan sanksi berupa menctapkan yang
bersangkutan ke dalam daftar hitam, sebagai pihak yang tidak
boleh diberikan hibah oleh Pemerintah Daerah untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

(4) Peringatan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), scrta penctapan Walikota scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kcpada pencerima hibah atau alamat
pencrima hibah, baik secara langsung (kurir) atau melalui pos.

(5) Walikota dapat memcrintahkan aparat pengawasan fungsional
untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang
tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5).

(6) Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan
hibah  atau penerima  hibah  tidak  menyampaikan
pertanggungjawabah sctelah dilakukan peringatan tertulis
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka
Walikota dapat meminta dilakukan audit olch auditor
independen.

(7) Penerima  Hibah  wajib  memcnuhi  permintaan  audit
scbagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Audit secbagaimana dimaksud pada ayat (6) mcliputi antara lain
kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal
permohonan hibah.

(9) Penunjukan auditor indcpenden scbagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan olch penerima hibah dengan biaya yang
dibebankan kepada pcnerima hibah, dan tidak dibenarkan
menggunakan dana hibah yang telah diterima.

(10)Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kerja terhitung scjak tanggal permintaan audit olch
Walikota.

(11)Hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan
pertimbangan  bagi  Pemcerintah Dacrah  untuk  memberikan
bantuan kepada penerima hibah.

t



(12)Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan
penyalahgunaan dana hibah, maka Walikota melalui Inspektur
mecnindaklanjuti  kepada  pihak  yang berwenang  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13)Kewajiban audil scbagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
berlaku bagi penerima hibah terhadap Pemerintah, dan
Pemcrintah Daecrah lainnya.

Pasal 28

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dapat melakukan
verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah,
guna memvalidasi bahwa penggunaan hibah sudah sesuai
dengan peruntukannya scbagaimana yang tercantum® dalam
NPHD atau proposal pcrmohonan hibah.

(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi schagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak
sesuai dengan peruntukannya, maka hasil verifikasi tersebut
dilimpahkan kcpada aparat pcengawasan fungsional untuk
ditindaklanjuti scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) PPKD atau Kepala SKPD menyampaikan laporan scemester
pertama dan laporan tahunan rcalisasi atas kegiatan pemberian
hibah  kepada Walikota melalui Sckretaris Dacrah dengan
tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi dan Informasi
Kota Batam, dan Inspektur Inspektorat Kota Batam.

(2) Laporan scmester pertama rcalisasi atas kegiatan pemberian
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat pada tanggal 31 Juli dan untuk laporan tahunan,
disampaikan paling lambat tanggal 15 Descmber pada  tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum disecrahkan kepada penerima
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 31

(1) Rcalisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisast
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam pcnyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah. '

) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
didalam Lampiran [l Pcraturan Walikota ini



(1)

(2)

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
dacrah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setclah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manlaat untuk masyarakat.

Pecmbcerian  bantuan  sosial  ditctapkan dengan  keputusan
Walikota Batam, sctelah dianggarkan didalam APBD.

Pasal 33

Anggotla/kelompok masyarakatl sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) meliputi :

da.

(2)

individu, kecluarga dan/atau kclompok masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis
sosial, ekonomi, politik, bencana, fenomena alam, atau tidak
mampu sccara ckonomi yang dibuktikan dengan  Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah, agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum;

lembaga non pcmcr’intahan bidang pendidikan, kcagamaan, dan
bidang lain yang berpcran untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial. ’

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (1) memenuhi kriteria :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan,;

c. bersifat sementara dan tidak terus mencrus, kecuali dalam
kcadaan tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan yang dinyatakan = sccara
jelas/cksplisit;

¢. tidak bolch ditujukan atau digunakan untuk membiayai
biaya rutin atau biaya opcrasional lembaga kecuali
ditentukan lain atau dimungkinkan bcrdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria sclektil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan

resiko sosial.



(3)

(5)

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufl b, meliputi :

a. Memiliki identitas yang jelas;
b. Berdomisili di dacrah;

¢. Mecrupakan penduduk Batam, apabila pencrima bantuan
sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat,

d. Terdaftar pada instansi  berwenang  scsual  ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dalam  hal penerima
bantuan adalah organisasi non pcmerintah;

e. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah,
dalam hal penerima  bantuan  sosial  adalah  individu,
keluarga dan/alau masyarakat yang tidak mampu sccara
ekonomi;

f.  Tidak masuk dalam daftar hitam pcnerima bantuan sosial.

Kriteria  bersifat  scmentara dan  tidak  tcrus  menerus

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ diartikan bahwa

pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkclanjutan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria scsuai tujuan penggunaan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d bahwa (ujuan pemberian bantuan sosial

meliputi :
rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial,

a
b
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f.

penanggulangan bencana.
Pasal 35

Rehabilitasi sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mcngembangkan
kemampuan sescorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Perlindungan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(6) huruf b ditujukan untuk ‘mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kcrentanan sosial sescorang, kcluarga,
kclompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (6) hurufl ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakal yang mengalami masalah  sosial
mempunyai  daya, schingga mampu memenuhi  kebutuhan
dasarnya.



(2)

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6)
hurul d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penecrima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Pcnanggulangan kcemiskinan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (6) huruf ¢ mcrupakan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, kecluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (6) hurul [ mcrupakan scrangkaian upaya yang
ditujukan untuk rechabilitasi.

Pasal 36

Bantuan sosial dapat bcrupa uang atau barang yang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial bcrupa uang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah uwang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan keschatan putra putri pahlawan yang
tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang scbagaimana dimaksud pada
ayal (1) adalah barang vang dibcrikan sccara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan opcerasional untuk sekolah
luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nclayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim  piatu/tuna sosial, ternak bagi keclompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kcedua
Penganggaran

Pasal 37

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan
sosial secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota
melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Usulan bantuan sosial yang berasal dari lembaga non
pemerintahan harus berbentuk proposal dan ditandatangani
oleh Ketua atau Wakil Ketua dan/atau Sekretaris serla
dibubuhi  stempel  lembaga non  pemcrintahan  yang
bersangkutan.

Usulan bantuan sosial yang berasal dari individu, keluarga
dan/atau masyarakat sckurang-kurangnya mcmual alasan
pcrmohonan, tujuan penggunaan  dana  dan  waktu
pclaksanaan/penggunaan dana scrta dilampiri dengan data
pendukung terkait.

Proposal bantuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
sckurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan
tujuan, hasil yang diharapkan, rcncana penggunaan bantuan



(5)

()

(7)

sosial, dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data
pendukung terkait.

Usulan bantuan sosial atau proposal usulan bantuan sosial
beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan
ke Pemcerintah Dacrah menjadi milik Pemerintah Dacrah dan
tidak dapat diminta kembali olch pemohon.

Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud
Pasal 34 ayat (1), calon penerima bantuan sosial ® harus
memenuhi kelengkapan administratifl scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (3), dengan rincian secbagai berikut :

a. Untuk individu, kecluarga dan/atau kclompok masyarakat
adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;

3. Surat Kcterangan Tempat Tinggal olch RT/RW sctempat;
dan

4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

b. Khusus untuk bantuan sosial individu yang digunakan
untuk bcasiswa dan bantuan pendidikan, harus memenuhi/
mclampirkan persyaratan schagai berikut @

1. Salinan sah rapor /KHS;
,

Fotokopi kartu pelajar/ mahasiswa;

Surat keterangan sedang dalam masa pendidikan dari
sckolah / kampus;

Salinan sah KTP dan/atau KK orang tua;
Surat Keterangan Domisili dari kelurahan;
Surat Kcterangan Tidak Mampu; dan

Pas photo pcmohon bantuan.

c N o o bk

ntuk lcmbaga non pemerintah adalah :

1. Fotokopi Akte atau bukti pendirian/pembentukan
lembaga non pemerintah yang telah mendapatkan
pcengesahan instansi/pihak yang berwenang atau telah
didaftarkan kepada instansi yang becrwenang;

2. Fotokopi NPWP;

Surat Keterangan Domisili; dan
Rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah
dan/atau bukti kepemilikan dan/atau sewa tanah atau
bukti kontrak gedung dan/atau bangunan dalam hal
bantuan sosial berupa uang yang akan digunakan untuk
pcmbangunan [isik.
Kepala Bagian Umum mendistribusikan usulan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) kepada SKPD terkait sesual dengan
tugas pokok dan [ungsinya untuk dilakukan cvaluasi dan
klarifikasi.
Kepala SKPD terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan evaluasi dan klarifikasi atas usulan sebagaimana



dimaksud pada ayat (7), serta menyampaikan hasilnya berupa
rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD Pemerintah
Dacrah.

(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
secbagaimana dimaksud pada ayat (6) scsuai dengan prioritas
dan kemampuan kcuangan daerah.

Pasal 38

Usulan bantuan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) disampaikan kepada Walikota paling lambal sebelum
penyampaian rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 39

(1) Rekomendasi  kepala SKPD  dan  pertimbangan  TAPD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7)
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial
dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang
dan/atau barang.

' Pasal 40

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD scsual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

(1) Bantuan sosial berupa uang secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyck belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kcdalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang berkenaan yang akan discrahkan kepada
pthak kctiga/masyarakat, dan rincian obyck bclanja bantuan
sosial barang yang akan discrahkan pihak kctiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyck bclanja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran
bantuan sosial.

'4) Walikota mencantumkan daftar nama pencerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Format nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum didalam
Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 42

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang
penjabaran APBD.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft Keputusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Batam sebelum ditandatangani oleh Walikota.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari
rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

Pasal 44

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 Ayat (4) adalah sebagai berikut :

a.

Kepala SKPD terkait menyampaikan pemberitahuan kepada
calon penerima bahwa dana bantuan sosial yang
dimohonkannya telah ditetapkan dalam APBD tahun

bersangkutan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :

1. besaran dana yang dianggarkan;

2. penyusunan rencana anggaran dan belanja berdasarkan
besaran dana yang disetujui dengan mengacu Kkepada
proposal; '

3. permohonan pencairan dana bantuan sosial dengan
melampirkan RAB; dan

4. rekening bank penerima dana.

Calon penerima bantuan sosial yang akan mencairkan dana
bantuan sosial menyampaikan permohonan dan lampiran serta
informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada
Walikota melalui SKPD terkait.

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ melakukan
verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal serta
sasaran kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada
Walikota melalui PPKD.



PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf
¢ dan huruf d lengkap dan pemohon menandatangani pakta
integritas.

PPKD memberitahukan secara tertulis kepada SKPD dan
Inspektur rekapitulasi realisasi pencairan dana bantuan sosial
sebagaimana dimaksud huruf d paling lambat 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(2)

)

Bagian keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

Penerima bantuan 'sosial berupa uang wajib menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada walikota melalui
PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala
SKPD terkait.

Pasal 47

PPKD menyampaikan daftar penerima bantuan sosial yang
belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) kepada SKPD
terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dana
bantuan sosial disalurkan ke penerima dana bantuan sosial,
untuk ditindaklanjuti.

Tindak lanjut oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa :

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis pertama kepada
penerima bantuan sosial untuk segera menyampaikan
laporan pertangungjawaban sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku;

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama
sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan, dimana
penerima dana bantuan sosial tidak menanggapinya dengan
penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diminta,

c. melaksanakan pengawasan penggunaan dana bantuan
sosial oleh penerima dana bantuan sosial.

SKPD memberitahukan hasil tindaklanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal S0
ayat (5) ayat dan (6).



(1)

(1)

(1)

SKPD terkait menindaklanjuti dengan hal yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penerima dana
bantuan sosial berupa barang yang belum menyampaikan
laporan pcrtangungjawaban dalam jangka waktu. 60 (cnam
puluh) hari scjak tanggal bantuan sosial discrahkan.

Pasal 48

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 49

Pertanggungjawaban pemerintah Kota atas pemberian bantuan

sosial meliputi :

a. Usulan/permintaan  tertulis  atau proposal dari  calon
penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;

b. kcputusan Walikota tentang penctapan daftar pencrima
bantuan sosial;

c. pakta integritas dari pesncrima  bantuan  sosial  yang
menyatakan bahwa bantuan  sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penycrahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti scrah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 50

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab sccara formal dan
matcrial atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Pcrtanggungjawaban pencerima bantuan sosial  meliputi ¢

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan
sosial;

b. sural pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang ditcrima tclah digunakan sesuai dengan
usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
pcraturan pcrundang-undangan bagl pencerima  bantuan
sostal berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
bagi pcnerima bantuan sosial berupa barang.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a olch

lembaga non pemerintah, paling scdikit memuat hal-hal sebagai

-berikut

a. Pcndahuluan;
b. Rcalisasi Pecmanfaatan Bantuan Sosial dan Hasilnya,;

c. Data pendukung seperti fotokopi bukti-bukti pengeluaran



(4)

(5)

(1)

(2)

yang lengkap dan sah, foto dokumentasi penggunaan
bantuan sosial; dan

d. Penutup.

Laporan penggunaan bantuan sosial oleh individu, keluarga
dan/atau kelompok masyarakat disusun dalam format laporan
sederhana yang menjelaskan penggunaan bantuan sosial dan
fotokopi bukti pendukungnya, seperti kwitansi pembayaran.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufl a dan hurufl b disampaikan kepada Walikota paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
hibah

Dalam hal penyerahan bantuan sosial dilakukan setelah bulan
Juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian
pertanggungjawaban  scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul a dan hurul b, disampaikan kcpada Walikota paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pcrtanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ yang asli, disimpan dan dipergunakan oleh penerima
bantuan sosial sclaku obyck pemeriksaan.

Pasal 51

Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan
laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5) dan/atau ayat
(6), Walikota memberikan peringatan tertulis kepada yang
bersangkutan  yang  berisi agar pencrima  bantuan  sosial
mcenyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Apabila dalam 14 (cmpat belas) hari scjak tanggal surat teguran
tertulis  pertama, penerima  bantuan  sosial  tetap  tidak
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta,
maka Walikota menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada
penerima bantuan sosial.

Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat
teguran tertulis yang kedua, penerima bantuan sosial tetap
tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang
diminta, maka Walikota mengenakan  sanksi  berupa
menetapkan yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak
yang tidak bolch diberikan bantuan sosial dari Pemerintah
Dacrah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

Peringatan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), scrta penctapan Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kcpada pencrima bantuan sosial atau ke
alamat penerima bantuan sosial, baik sccara langsung (kurir)
atau melalui pos.

Walikota dapat memcrintahkan aparat pengawasan fungsional
untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima bantuan
sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (5) dan ayat (6).

Dalam hal adanya dugaan atau informasi penyalahgunaan
bantuan sosial atau penerima bantuan sosial tidak



menyampaikan pertanggungjawaban setelah dilakukan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
Walikota dapat meminta  dilakukan audit  oleh auditor
independcen.

(7) Penerima bantuan sosial wajib memenuhi permintaan audit
scbagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi antara lain
kesesuaian penggunaan dana bantuan sosial dengan proposal
permohonan bantuan sosial.

(9) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan olch penerima bantuan sosial dengan biaya
yang dibebankan kepada penerima bantuan sosial, dan tidak
dibenarkan menggunakan dana bantuan sosial yang telah
diterima.

(10)Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada Walikota melalui Inspektur, paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kerja terhitung scjak tanggal permintaan audit olch
Walikota.

(11)Hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan
pertimbangan bagi Pcmerintah Daerah untuk memberikan
bantuan kepada penerima bantuan sosial. '

(12)Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya dugaan
pcnyalahgunaan dana bantuan sosial, maka Walikota melalui
Inspektur menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang
sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Walikota dapat mclakukan verifikasi atas laporan
pcertanggungjawaban  penggunaan  bantuan  sosial,  guna
memvalidasi bahwa penggunaan bantuan sosial sudah sesuai
dengan usulan bantuan sosial.

(2) Pelaksanaan verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh SKPD terkait.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), ditemukan adanya pcnggunaan dana yang tidak sesuai
dengan usulan bantuan sosial, maka hasil verilikasi tersebut
dilimpahkan kepada aparat pengawasan fungsional untuk
ditindaklanjuti  scsuai dcengan  ketentuan  peraturan  yang
berlaku.

Pasal 53

(1) PPKD atau Kepala SKPD menyampaikan laporan semester
pertama dan laporan tahunan realisasi atas kegiatan pemberian
bantuan sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
dengan tembusan kepada Kepala Badan Percncanaan
Pembangunan Dacrah Kota Batam, Kepala Badan Komunikasi
dan Informasi Kota Batam, dan Inspektur Inspektorat Kota
Batam.

 Laporan semesler pertama realisasi atas kegiatan pemberian
hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling



lambat pada tanggal 31 Juli dan untuk laporan tahunan,
disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pasal 54

(1) Rcalisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial bcrupa barang yang belum discrahkan kcpada
pencrima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan scbagai persediaan dalam neraca.

Pasal 55

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan scsuai
standar akuntansi pcmerintahan  pada  laporan  realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Kota.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum didalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada
Inspektur.

Pasal 57

Dalam hal hasil monitoring dan cvaluasi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) terdapal penggunaan hibah dan batuan
sosial yang tidak sesual dengan usulan yang telah disetujui,
penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUBLIKASI

Pasal 58

Hibah atau Bantuan sosial yang dibcrikan olech Pemerintah Kota
dipublikasikan kepada masyarakat melalui media  clektronik
dan/atau mecdia cctak/websites olch Badan Komunikasi dan
Informasi Kota Batam

‘i
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Pasal 59

(5) Penerima bantuan Hibah/Bantuan Sosial yang masuk dalam
daftar hitam pihak yang tidak bolch diberikan hibah/bantuan
sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal
51 ayat (3) dipublikasikan/diumumkan mclalui  website
Pemcerintah Kota Batam.

(6) PPKD atau SKPD terkait mcenyampaikan daftar  hitam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan
Komunikasi dan Informasi Kota Batam untuk dipublikasikan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Usulan hibah atau bantuan sosial yang tidak mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak dapat
diproses permohonannya. '

Pasal 61

(1) Dalam hal usulan hibah atau bantuan sosial tidak disctujui
untuk dianggarkan dalam APBD, maka Kepala SKPD
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan penganggaran
usulan tersebut kepada pemohon hibah atau bantuan sosial
yang menyampaikan usulan.

(2) Pemberitahuan penolakan terscbut disampaikan paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sc¢jak diundangkannya Peraturan
Dacrah tentang APBD.

Pasal 62

Penerima hibah atau bantuan sosial dilarang mengalihkan hibah
atau bantuan sosial yang ditcrima kepada pihak lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan ditctapkannya Pcraturan ini, maka kclentuan-ketentuan
tentang Hibah dan Bantuan sosial scbagaimana diatur dalam
Pcraturan walikota Batam 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
pemberian dan Pertanggungjawaban, Hibah, Bantuan Sosial, dan
bantuan Kcuangan scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Peraturan walikota Batam 37 Tahun 2011 tentang Tata
Cara pcmberian dan Pcrtanggungjawaban, Hibah, Bantuan Sosial,

..dan bantuan Kcuangan scrta scluruh ketentuan pelaksanaanya
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dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 64
Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan

Pcraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kota Batam.

Ditetapkan di Batam .
pada tanggal |4 Nopember 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam

pada tanggal ¥ Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH

AGUSQAHIM N

BERITA DAERAH KOQA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 96l
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LAMPIRAN 1]
PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL '

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KOTA BATAM
SKPD ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Anggaran .
Ngg(t)r Uraian Setelah Realisasi (Klfrb;r}:g)
~ ) B o Perubahan
I | Pendapatan ,

1.1 | Pendapatan Asli Dacrah I o
1.1.1 Pendapatan pajak dacrah *) N
.12 | Pendapatan retribusi daerah | R
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli I

Dacrah yang Sah
Jumlah

2 Belanja -

2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 ) Belanja Pegawai
2.2 | Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai R )
222 | Belanja Barang dan Jasa .
2221 |~ Belanja Hibah Barang
2.22.1.1 Hibah barang/jasa yang

diserahkan kepada pihak

.t ketiga/masyarakat | R
22272 Belanja Bantuan Sosial
.| Barang , _ . -
2.2.2.2.1 Bantuan sosial barang

yang discrahkan kcepada

_ - pihak ketiga/masyarakat B o

2223 Belanja barang untuk
diserahkan kcpada pihak
ketiga/masyarakat sclain

7 ‘hibah dan bantuan sosial **)

2.2.2.XX Barang/jasa sclain  hibah
| .. dan bantuan sosial ] _
223 | BelanjaModal | B i

- Jumlah |

Surplus / (Defisit) | .

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.
**)  Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.



I1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No
Uru

Uralan

Anggaran
Setelah
Perubahan

Realisasi

Lebih
(Kurang)

t

 Pendapatan_ Ash Dderdh

Pendapatan

Pajak Daerah

— | —
—

Hasil Pengclolaan Kekayaan Dacrah yang

~ dipisahkan

Lain-lain Pcndapdldn Asli
Sah

Dacrah yang

and Perlmbang,dn ]

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil deak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khu sus

' Lain- ldll’l Penddpatdn Daerdh yang, Sdh

Pcndapatan Hibah

Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya

 Dana [ Penyesudldn dan Otonomi

~ Khusus

" Bantuan Kcuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya

STISHSHSENS

i

7 BclanJa Hlbah

Jumlah Pcndapau;ﬁ_

Belanja

Belanja Tidak Langsung
B(,ldan Bunga

; ; .

N e

(VNN

—_ !

i Bcldnla B<101 Hasil

Belanja Bantuan Sosial

Belanja | Bantuan Kcuané,dn o

- Belanja Tlddk Terduga

Jumlah Belanja

'SURPLUS/(DEFISIT) |

Pembldydan Daerah
Pcnerimaan Pemblayaan Dacrdh

~ Penggunaan SiLPA .<

Pencairan Dana Cddangan

Hasil Penjualan Kckayaan
Dacrah yang Dipisahkan

Pcnerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman

Penerimaan Piutang quurdh o

Jumldh PLnLrlmaan

»Eeng,eluamn PLmbldyddn Daerah

Pembentukan Dana Ladan&an

 Pemberian Pinjaman Dacrah

Penyertaan Modal (Investasi)
_ Pemerintah Daerah

Pcmbdy aran Pokok U Ldng

\Jumlah PLI"IgC]LIdI‘dn

Pemblayadn Neto -

~ Sisa Lebih Pefnlﬁayaan Anggaran (SILPA)




llI.  FORMAT KONSOLIDASI

KOTA BATAM

A. KONSOLIDASI
KOTA BATAM

LAPORAN

LAPORAN REALISASI

REALISASI

ANGGARAN

PEMERINTAH

ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

No Uraian _.__.| . SATKER 1 | SATKER 2 | PPKD | Gabungan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asllrp_fie[dh B l _ ‘_,__,, N
3 ~ Pendapatan pajak dacrah ' XXX o _x;&; oxxx
4 Pendapatan rglnb_um dacrah XXX XXX - XXX
S Hasil pengelolaan kekayaan
.| daerahyangdipisahkan | SRR N B
6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX | XXX XXX
7. |Jumlah Pendapatan Asli Dacrah | xoox | x| | xx
8 | Dana perimbangan e i XJEX j}lx&
9 Lain-lain ‘pendapatan yang sah B XXX | oxxx
10 Jumlah pendapatan XXX XXX XXX XXX
11 |Belanja N I R
127 | Belanja Tidak Langstng N TS =
12.1 | Belanja Pegawai XXX |ooxxxo L XXX
12.2 Belanja Bunga B XXX XXX
12.3 Belanja subsidi XXX XXX _
12.4 ‘Belanja Hibah XXX XXX
12.5 Belanja Bantuan Sosial N XXX XXX
12.6 | Belanja Bagi Hasil XXX | XXX
127 | Beldn’]a‘l?fin_tudn Keu_dqlgan ) e XXX XXX
12.8 Belanja Tidak Terduga XXX XXX
13 _Belanja Langsung XXX XXX XXX
| 13.1 Belanja pegawai o XXX | XXX XXX
13.2 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX
13.2.1 | Belanja Hibah Barang XXX 1o xxx ) XXX
13.2.1.1 Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak XXX XXX XXX
... ketiga/masyarakat SR R
13.2.2 Belanja  Bantuan  Sosial
XXX XXX XXX
) ~ Barang ‘ , _ ) ‘
13.2.2.1 Bantuan sosial barang
yang diserahkan kepada XXX XXX XXX
~ pihak ketiga/masyarakat R R
13.2.2.2 Belanja  barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat sclain XXX XXX XXX
hibah dan bantuan sosial
i . _
13.2.3 Barang/jasa sclain  hibah XXX XXX XXX
- B dan bantuan sosial Y T T
133 _| Belanja modal LOXRXLoxxx XXX
14.--#7_____,?__,._"M-- J umlqb_lggldnjd XXX XXX XXX XXX |
15 ) ~ Surplus / defisit XXX XXX XXX XXX
16 Pembldyaan daerah o
17 Pencrimaan pcmblayadn XXX XXX
18 | Pengeluaran pembiayaan o L xxx XXX
19 Pembiayaan neto o XXX ] XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun XXX XXX
berkenaan ( SILPA ) o




B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No Uraian Gabungan
1 Pendapatan
2 Peridapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX
S Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan X
6 Lain-lain PAD yang sah XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
8 Dana perimbangan XXX
9 Lain-lain pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah pendapatan XXX
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX
12.1 | Belanja Pegawai - XXX
12.3| Bunga XXX
12.4 | Subsidi XXX
12.5] Hibah XXX
12.6 [ Bantuan Sosial XXX
13 Belanja Langsung XXX
Belanja pegawai XXX —
Belanja Barang dan Jasa XXX
1)Hibah  barang/jasa  yang XX —
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2)Bantuan sosial barang/jasa XX —
yang diserahkan  kepada
pihak ketiga/masyarakat
3)Barang/jasa selain 1) dan 2) XX —
Belanja modal XXX T
14 Jumilah belanja XXX
15 Surplus / defisit XXX
16 Pembiayaan daerah B
17 Penerimaan pembiayaan XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX
19 Pembiayaan neto XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun XXX

berkenaan (SILPA)

Uraian Pemda
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah XXX
Pendapatan retribusi daerah XXX
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan o
l.ain-lain PAD yang sah XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
Dana transfer XXX
— ! Lain-lain pendapatan yang sah XXX
Jumlah pendapatan XXX
Belanja
Belanja Operasi XXX
Belanja Pegawai XXX
Belanja Barang XXX
Bunga XXX
Subsidi XXX
Hibah XXX
Bantuan Sosial XXX
Belanja Modal XXX

| berkenaan (SILPA)

Jumlah belanja XXX

Surplus / defisit XXX
Pembiayaan daerah ]
Penerimaan pembiayaan XXX
Pengeluaran pembiayaan XXX

Pembiayaan neto XXX
Sisa lebih pembiayaan tahun XXX

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN



LAMPIRAN 111
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 86 TAHUN 2012
TENTANG

'TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

1 2 - 3 - 4

ESHEN]

Dst

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN



